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Jurnal ini menganalisis dinamika partai politk dan pemilhan umum dalam konteks era
demokrasi modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menggali bagaimana
partai poliik beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, serta mempengaruhi proses
pemilihan umum. Hasilnya menunjukkan tantangan partai politk dalam mempertahankan

kesatuan internal, menghadapi persaingan politik yang ketat, dan menanggapi aspirasi pemilih
yang semakin cerdas. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam
menjaga kualitas demokrasi di era modern.

This journal analyzes the dynamics of political parties and elections in the context of the modern
democratic era. The research uses a qualitative approach and explores how political parties
adapt to social and political changes, as well as influence the general election process. The
results show the challenges of political parties in maintaining internal unity, facing intense
political competition, and responding to the aspirations of increasingly intelligent voters.
Transparency and public participation are also key in maintaining the quality of democracy in
the modern era.
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PENDAHULUAN

Era demokrasi modern telah memberikan perubahan signifikan dalam pola dinamika partai politik
dan proses pemilihan umum di berbagai negara di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan
masyarakat, teknologi, dan budaya politik, partai politik dan pemilihan umum memainkan peran yang
semakin penting dalam menentukan arah kebijakan publik dan merespons aspirasi masyarakat. Era
demokrasi modern menandai pergeseran paradigma dalam sistem politik, yang mempengaruhi
bagaimana partai politik beroperasi dan bagaimana pemilih berpartisipasi dalam proses politik.

Pengaruh dinamika partai politik sangat mencolok dalam masyarakat modern yang demokratis.
Partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta berperan sebagai
penghubung antara berbagai kelompok masyarakat. Dinamika partai politik mencakup berbagai aspek,
seperti ideologi, kebijakan, kepemimpinan, struktur internal, dan strategi politik. Dinamika ini juga
berkaitan dengan cara partai politik merespons perubahan sosial, aspirasi masyarakat, dan isu-isu
penting yang muncul dalam masyarakat.

Di sisi lain, pemilihan umum sebagai salah satu pilar demokrasi modern memiliki peran krusial
dalam menentukan arah politik suatu negara. Proses pemilihan umum memungkinkan warga negara
untuk memberikan suara mereka untuk memilih perwakilan mereka, yang diharapkan dapat
mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka. Dalam era demokrasi modern, pemilihan umum juga
menjadi ajang kompetisi politik di mana partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dan
legitimasi dari pemilih.

Penelitian tentang dinamika partai politik dan pemilihan umum di era demokrasi modern menjadi
sangat relevan, karena memahami perubahan dan tantangan dalam konteks ini dapat memberikan
wawasan penting bagi pembangunan dan pemeliharaan sistem politik yang sehat dan responsif. Studi ini
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juga dapat memberikan panduan bagi para pemimpin politik dan pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi politik yang efektif dalam menghadapi dinamika masyarakat yang berubah.

LANDASAN TEORI

Teori Pluralisme Politik dan Kepentingan Kelompok: Landasan teori ini mengakui bahwa partai
politik merupakan refleksi dari keberagaman masyarakat dalam sistem politik. Teori ini berfokus pada
bagaimana partai politik mengelola dan mewakili beragam kepentingan masyarakat yang saling bersaing
dalam arena politik.

Responsivitas dan Adaptasi: Konsep ini menegaskan bahwa partai politik harus responsif terhadap
perubahan dalam opini publik dan lingkungan politik. Teori ini mendorong penelitian tentang bagaimana
partai politik mengubah platform dan strategi mereka untuk tetap relevan dan mendapatkan dukungan
publik.

Kompetisi Politik dan Strategi Kampanye: Landasan ini mengajukan bahwa kompetisi politik
mendorong partai politik untuk mengembangkan strategi kampanye yang efektif dalam meraih dukungan
elektorat. Teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana partai politik memanfaatkan media
sosial, teknologi informasi, dan pendekatan kampanye modern lainnya.

Partisipasi Publik dan Politik Inklusif: Teori ini menekankan pentingnya partai politik dalam
memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik. Penelitian dapat melihat bagaimana
partai politik berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan gerakan sosial untuk menciptakan
politik inklusif.

Dinamika Koalisi dan Aliansi: Landasan ini menganalisis bagaimana partai politik membentuk
koalisi dan aliansi dengan tujuan mencapai tujuan politik bersama. Penelitian dapat memeriksa
bagaimana faktor ideologi, kepentingan, dan taktik politik mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan
koalisi.

Pengaruh Media Massa: Konsep ini mengeksplorasi bagaimana media massa mempengaruhi citra
dan persepsi publik terhadap partai politik. Penelitian dapat menganalisis bagaimana partai politik
berinteraksi dengan media massa, baik dalam memberikan informasi maupun membentuk narasi politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan
memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia (subyek) atas fenomena yang tampak dan
makna dibalik yang tampak, yang mencul dalam kesadaran manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat
kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan melalui buku, jurnal,
artikel terkait dan menggunakan data sekunder resmi dari pihak kedua.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang
mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/ interpretasi, komparasi
dan sejenisnya. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju
ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai
jawaban atas permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan
Partai Politik dan Demokrasi

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi
diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik.
Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasian berdasarkan
tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public
opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur. Dalam
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negara modern, jumlah pemilih yang sangat besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu
mengelolanya untuk menjadi keputusan. Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses
seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.

Oleh Carl. J. Friedrich, partai politik didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang teroganisir
secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin
partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang
bersifat ideal maupun materiil. Sigmund Neumann memberi pengertian sebagai organisasi dari aktivis-
aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Bagi Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir yang angota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna
melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka. Karenanya, partai politik mempunyai posisi dan
peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak yang menyatakan bahwa
partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam
sistem politik yang demokratis.

Tujuan pembentukan suatu partai politik di samping tujuan utamanya, merebut, mempertahankan
ataupun menguasai pemerintahan suatu negara, juga dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh
partai politik. Menurut Rusadi Kartaprawira ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh partai politik, maka
umumnya tujuan yang diemban partai politik meliputi pertama, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan,
dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta
mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya. Kedua, berusaha melakukan
pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas
(terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang
bersangkutan. Ketiga, berperan untuk dapat memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga
partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat
dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. Miriam Budiardjo, menggambarkan adanya 4 (empat)
fungsi politik, yaitu meliputi sarana: (i) komunikasi politik (political communication), (ii) sosialisasi politik
(political socialization), (iii) rekruitmen politik (political recruitment), (iv) pengatur konflik (conflict
management).

Menurut Jimly, keempat fungsi di atas sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai
sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan
kepentingan (interest articulation) atau political interests yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi
dalam masyarakat. Partai politik juga berperan melakukan sosialisasi politik. Ide, visi dan kebijakan
strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan
feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Adapun fungsi rekruitmen politik, dikarenakan partai
politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-keder
pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Sedangkan sebagai pengatur atau
pengelola konflik, partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang
menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai.

Karena sedemikian banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang dalam
kehidupan kenegaraan, maka partai politik dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori besar. Pertama,
klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya dapat dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa yaitu partai politik yang lebih
mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari
pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam
memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kedua, partai kader, yaitu partai
politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.
Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan
saringan calon-calon anggota secara ketat.

Ditinjau dari sifat dan orientasinya, partai politik dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu
partai lindungan dan partai ideologi. Partai lindungan (patronage party) yaitu suatu partai politik yang
pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor dengan disiplin lemah. Tujuan utama partai
politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota- anggota yang dicalonkan. Partai semacam
ini biasanya hanya giat melaksanakan aktifitasnya menjelang pemilu saja. Partai ideologi (partai asas)
adalah suatu partai politik yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan
pemimpin dan beropedoman pada displin partai yang kuat dan mengikat.
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Dalam kehidupan politik kenegaraan, pada prinsipnya dikenal adanya 3 (tiga) sistem kepartaian,
yaitu pertama, sistem partai tunggal (one party system). Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang
benar-benar merupakan satu-satunya dalam suatu negara, maupun untuk memberikan istilah partai
politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara partai politik yang lain. Kedua, sistem dua partai
(two party system). Dalam sistem ini partai-partai politik yang ada di negara dengan jelas dibagi menjadi
partai politik yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan partai oposisi karena kalah dalam pemilu.
Ketiga, sistem banyak partai (multy party system). Pada umumnya sistem kepartaian semacam ini
muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat dalam suatu negara.

Pemilihan Umum dan Demokrasi

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang
didasarkan pada pilihan formal warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa
perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan
kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Pada jaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal.
Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. la adalah
mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan
masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran yang meluas dan aktivitas yang dilakukan
semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi
tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-
masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai
keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.

Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang
mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah
otoriter. Ketika perspektif Schumpetarian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai ‘metode politik’
mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran negara
demokrasi. Prezeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai ‘sekadar rezim yang
menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan’ (dengan
ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan
memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui
pemilu). Sementara itu, Dahl menyebutkan dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan
oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu
yang bebas, adil dan berkala.

Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu.
Dalam gelombang ketiga demokratisasi pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri
rezim-rezim otoriter. Pada fase ini Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan demokratisasi.
Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari
pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu.

Maka pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa
hal. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagi aspek kehidupan bersama dalam
masyarakt bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat
saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama
dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor
dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia.
Ketiga, perubabahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena
pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para para pemilih baru
(new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka
sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin
terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Demokrasi adalah
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kerangka sosial dan politik dari suatu masyarakat yang didasarkan pada prinsip kebebasan dan
kesamaan. Hal ini dikarenakan demokrasi itu sendiri didasarkan pada falsafah bahwa manusia adalah
makhluk yang bebas dan sederajat dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang bebas,
dalam arti tidak diciptakan sebagai robot yang sumber kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh kekuatan di
luar dirinya.

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yang di
dalamnya berisi kegiatan partai-partai politik adalah salah satu kriteria demokrasi. Pemilihan umum
dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis
dan merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam konteks Indonesia, dengan
pemilihan umum inilah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai, baik organ negara yang
melaksanakan kedaulatan rakyat, maupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan.

Bagi partai politik, tujuan pemilihan umum adalah untuk memperoleh dukungan sebanyak
mungkin suara rakyat sehingga diharapkan dapat merebut dan atau mempertahan kedudukannya dalam
sistem pemerintahan negara secara konstitusional. Bagi warga negara (rakyat), tujuan pemilihan umum
selain umtuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan maupun pemimpin negara
(pemerintahan) adalah juga dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan
negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun waktu tertentu. Sehingga, negara akan selalu
dapat didesak untuk mempertanggungjawabkan segenap kebijakannya kepada rakyat. Negara dibuat
menjadi accountable terhadap rakyat.

Karenanya pemilihan umum secara berkala harus dilaksanakan. Dalam perkembangan- nya
kemudian tentu muncul berbagai usul perbaikan berdasarkan rekam jejak penyelenggaraannya. Dalam
demokrasi Indonesia pemilihan umum telah dilangsungkan dengan berbagai dampak yang
ditimbulkannya. Dampak tersebut menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Beberapa
diantaranya yang merupakan topik hangat setiap periode pemilu adalah usulan pembenahan, yaitu
perubahan dan perbaikan sistem pemilihan umum baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, sampai
kepada mekanisme penyelesaian sengketa.

Saran

Agar seluruh partai politik harus mendorong transparansi dalam pemilihan kandidat dan pemilihan
umum. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kandidat,
sumber pendanaan kampanye, dan agenda politik partai. Ini akan membantu membangun kepercayaan
publik terhadap proses politik. Partisipasi Aktif Masyarakat, Partai politik perlu mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses politik. Ini dapat dicapai melalui forum publik, pertemuan warga, dan dialog
terbuka dengan pemilih. Dengan memfasilitasi partisipasi, partai politik dapat lebih akurat merefleksikan
aspirasi masyarakat.

1. Inovasi dalam Kampanye Politik: Memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk
kampanye politik yang inovatif dapat membantu partai politik lebih dekat dengan pemilih.
Pemanfaatan platform digital dapat membantu dalam mengkomunikasikan pesan, menjelaskan
kebijakan, dan merangkul generasi muda yang cenderung aktif di dunia digital.

2. Pendidikan Politik yang Lebih Baik: Partai politik dapat berperan dalam menyediakan pendidikan
politik kepada pemilih. Mengedukasi pemilih tentang pentingnya partisipasi politik, proses pemilihan
umum, dan peran partai politik dalam masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik dan kualitas
pemilihan.

3. Kerjasama Antarpartai dan Pemersatu Kebijakan: Partai politik harus lebih terbuka terhadap
kerjasama antarpartai dalam hal-hal yang penting bagi kepentingan nasional. Kemampuan untuk
mencapai konsensus dalam kebijakan yang krusial akan mengurangi polarisasi politik dan
memberikan contoh positif kepada masyarakat.

4. Pemilihan Kandidat yang Berintegritas: Partai politik perlu lebih selektif dalam memilih kandidatnya.
Mengutamakan integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam pemilihan kandidat akan membantu
meningkatkan kualitas perwakilan yang dipilih oleh masyarakat.

5. Pentingnya Dialog Antar Generasi: Partai politik harus menciptakan ruang bagi dialog antara generasi
yang berbeda. Mempertimbangkan pandangan dan kepentingan dari berbagai kelompok usia akan
membantu partai politik mengembangkan agenda yang relevan untuk semua lapisan masyarakat.

6. Kampanye Berbasis Isu dan Solusi: Partai politik harus lebih fokus pada kampanye berbasis isu dan
solusi daripada kampanye yang bersifat negatif atau personal. Ini akan membantu membangun politik
yang lebih substansial dan memfokuskan perdebatan pada solusi nyata bagi masalah masyarakat.
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7. Penguatan Institusi Demokrasi: Partai politik harus mendukung dan memperkuat institusi-institusi
demokrasi seperti lembaga pemilihan, ombudsman, dan sistem peradilan yang independen. Ini akan
membantu memastikan proses politik yang adil dan transparan.

8. Fleksibilitas dan Adaptasi Terhadap Perubahan: Partai politik harus siap beradaptasi dengan
perubahan sosial, teknologi, dan politik. Kemampuan untuk berfleksibilitas dalam menghadapi
perubahan akan memastikan relevansi partai politik dalam jangka panjang. Melalui penerapan saran-
saran ini, partai politik dapat berkontribusi lebih efektif dalam membangun demokrasi yang inklusif,
responsif, dan berkualitas tinggi dalam era demokrasi modern.
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